DAL e

KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Menimbang :

Mengingat

ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang  Besaran
Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat
Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
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10.

11.

12.

13.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05
tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
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Menetapkan :

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2018 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018
Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyeleggara pemerintahan daerah.

2. Alat Kelengkapan DPRD adalah unit-unit kerja yang
dibentuk dalam rangka membantu DPRD menjalankan
tugas, fungsi dan kewenangannya.

3. Fraksi DPRD adalah pengelompokan anggota-anggota
DPRD yang mencerminkan konfigurasi dan garis
politik perjuangan yang sama.

4. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
adalah sekumpulan orang yang memiliki kecakapan
dan kemahiran dalam membantu Alat Kelengkapan
DPRD.

5. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah orang yang memiliki
kecakapan dan kemahiran dalam membantu Fraksi
DPRD.

BAB II
ALAT KELENGKAPAN DAN FRAKSI DPRD
Pasal 2

(1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
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(2)

(1)

(2)

(3)

Komisi;
Badan Anggaran;
Badan Kehormatan; dan

o kW

Badan Legislasi.

Fraksi DPRD terdiri dari :

Fraksi Partai Golkar;

Fraksi Partai Gerindra;

Fraksi Partai Hanura;

Fraksi Partai Gabungan Demokrasi Kebangsaan;
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Fraksi Partai Amanat Nasional; dan

Fraksi Partai Nasdem.

NoaRebe=

BAB III
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU
TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN
TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 3

Besaran  Kompensasi masing-masing  anggota
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Besaran Kompensasi anggota Tenaga Ahli Fraksi
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan setiap bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA,
ttd
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3
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